c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebablan clch
perbuatan atau kelalaian para pihak,

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinys Keadaan
Eahar tidak dikenakan sanksi.

¢. Setelah teriadinys Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan,
yang dituangkan dalam perubahan P,

18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tands Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan
yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat disclesaikan sccara
musyawarah maka persclisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi
atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelangzaran syarat ini
merupdkan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20, Masa Berlaku 5P
SP ini berlaku sejak tangzal SP ini ditandatangani olch para pihak sampai dengan
selesainya pelaksanaan pekerjaan 12 Agustus 2023

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dus) rangkap bermaterai dan masing-
masing memiliki kekuatan hukum vang sama,

Untuk dan atas nama Pemerintah Dacrah Untuk dan atas nema Fenyedia
Kabupaten Luwu Timur FT. CITRA DATA NUSANTARA,
Pejabat Penandatangan/Fengesahan
Tanda Bukt Perjanjian




Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanflan mengenakan sanksi
sebagaimann dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana dialur dalam Peraturan Kepala LEPP lentang e-Purchasing,

15. Penghentian dan Pemutusan §P
a. Penghentian 5P dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi
Keadaan Kahar,
b. Pemutusan 5P oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukii Perjanjiun dapat
melakukan pemutusan SP apabila:

8, kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya SP,

b. berdasarkan penelitian Pejabat Fenandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Penanjian, Penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan  keseluruhan pekerjaan  walaupun  diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak
masa berakhirnys pelaksanaan pekeaan untuk menyelesaikan
pekerjann;

¢. selelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya
dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang
lelah ditetapkan;

c. Fenyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau
pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi
yang berwenang; dan/atau

f. pengaduan tentang penyvimpangan prosedur, dugasn KEN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanasn
pengadaan dinyutakan benar oleh instansi yang berwenang,

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambatriya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukt Perjanjian menyampaikan pemberitahuan  rencana
pemutusan SF secara tertulis kepada Penyedia.
c. Pemutusan SF oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kentrak jika terjadi hal-hal sebagai
berikut:

a. akibat keadaan kahar sehinggs Penyedin tidak dapat
melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SF atau adendum SF;

b. Pejabal Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian gagal
mematuhi keputugan akhir penyelesaian perselisihan; stan

c. Pejabat Penandatlangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak
memenuhi kewsjiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau
Adendum SF.

2. Pemutusan 5P sebagaimuna dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-
lambainya (7} hari kerja selelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan
rencana  pemutusan  SP secara  tertulis  kepads  Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukh Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka wakiu sebagaimana
ditetapkan dalam 5P ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan
sehesar 1/1000 (sam perseribu) dari total harga atau dari sebagian folsl harga
schagaimana tercantum dalam 5F ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar
a. Keadnan Kahar adalah suatu keadsan yang terjadi dilnar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan
dalam SF menjadi tidak dapat diperuihi.
b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan fentang terjadinya
Feadaan Kahar kepada FPeigbat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti



b.

Penyedia berkewnjiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahian
Tanda Bukti Pemanjian dari atau atas semua mintutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan  hukum, dan biaya ying dikenakan terhadap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukfi Perjanjian sehubungan dengan klaim
atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak
F:m;éh dan bentuk HAK lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh
nyedia.

1Z2. Jaminan Bebas Cacal Mutu/Garansi

a,

Penyedia dengan jaminan pabrikan darl produsen pabrikan (jika ada)
berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh
Pejabat Fenandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian, Barang tidak
me cacal mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penvedia,
atau cacat muiu akibal desain, bahan, dan cara kerja.

Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan
setelnh serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam 5P ini.
Pgjabat Penandatangan/Fengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia sewera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewsjiban untuk memperbaiki atau
Emmngmu Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan
r t.

Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganii Barang akibat cacat mutu dalam
Jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Fenandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk
membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim Yang
digjukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesshan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13, Pembayaran

a.

b.

e,

14. Sankesi

b.

pembayaran prestasi hasil pekerjsan yang disepalati dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan/Fengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan

3. pembayaran harus dipotong denda (apabils ada) dan pajak.
pembayaran fcrakhir hanya dilakukan setelah pekerjasn selesai 100% (seratus
perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah
PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;

2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam
trensaksi melalui e-Purchasing dan SFini tanpa disertai alasan yang dapal
diterima; dan/atau

3. menjusl barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual sclain melalui e-Purchasing
pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi tekmis dan
persyaratan yang sama.

Fenyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huraf a
dikenakan sanksi administratif berupa:

1. peringalan tertulis;

2. denda; dan

3. pelaporan kepada LKFF untuk dilakukan:



2. barang rusak pada saal pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pgjabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima lidak sesuai dengan spesifikasi barang sehagaimana
tercantum pada SF ini.
Maka Pejabat Penandatangan/Fengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia
atas cacat mutu atau kerusakan barang terscbul.

c. Pgjabal Penandalangan,/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian dapat meminta Tim
E'lnhﬂs untitk melakukan pemeriksasn atan wjii mutu terhadap barang yang

iterima.

d. Pejabat  Penandatangan/Pengesahan  Tenda Bukti  Perjanjian dapat
memerintahkan Penyedia unluk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu
serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat muin
atau kerusalan,

e. Penyedia bu-tangun,g;;lwab atas cacat mutu atau kKerusakan barang dengan
memberilan penggantian barang selambat-lambatnya O hari kerja.

8. HW

. Pejabai Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar ke
Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan schesar harga yang tercantum pada SI’F'J.“:uIijl

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya
pengiriman, biaya asuransi, bisya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya
layanan purna jusl.

3 g;l;fhmn harga SP sesuai dengan rinclan yang tercantum dalam daflar kuantitas

ATEA.

7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksansan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak
&, Fengalihan seluruh Konirak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian
nama Penyedia, balk sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau
isahan

pem ;
b. Ptug:ﬁlihi.n scbagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai

. F:rl,gal:han sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jass yang
bersifat standar dilakulan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang
(distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satusn
Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. FPengalihan sebagian pelaksanam Kontrak dapat dilakukan oniuk
barang/jasa vang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjasn
konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
schagainya.

9. Perubahan SP

a. 5P hanya dapat diubah melalui adenduwm P,

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disefujui oleh para pthak dalam hal terjadi
perubahan  jadwal pengiriman  barang atas  permintzan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt Perjanjian atau permohonan Penyedia
yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Fengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan
pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi
atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekavaan Intelektual



penjualan, jumiah, dan tempat serta spesifiius scimis dam
PETSyAISEan yang sama

c. menginmizn harang sesual spesifikanl dales 5P o clpnbat.
lambamya pafs 8 Jum 02N suk F = deerems ik

Penyedia:
d. bermngsungawab s toaranas, makus, S e turey
yang dipesar:

Pokerjaan  (FFHFY  melaindoe ;ﬂﬂ_ e
mmmnubﬂ batrwa:
?a.mug Wﬁ cacut prochukos;
Z mrang rusik saat pengiriman barang hingcs horsss
diterima oleh Foubat Poandatingan/Ferseahen Tands
Bkt Perjaniian; dan/atun
3. barang vang ditcrima fidak sesmal dengan spesifikas
barang sehagaimang lercantum pada SP in),
. memberikan layanan tambahan  yang dlpm:rlmltm seperti
insialasi, testing, den pelatihon (apabils ada)
% nmmhm!um liyartan purnajusl sesuai den,g,a.n ketentuan yaransi
masing-masing barang,
b. MT FPENANDATANGAN/IMENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
- Pejabat Penandatangan/Pengesnhan Tanda Buketi Pecjarjian memiliki hak:
4. menerima hurang dari Penyedia sesual dengan spesifikasi yang
tercantum di dalam SP ini.
b, mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang
yang dipesan;
¢, mencdapatkon pengzaniian barang, daiom hal:
. barng rusak akibut cacat produksi;
£, barang rusak poda saat pengiriman barang hingga baran
diferima oleh Pejabut P:mndnmlgn.nfr'mgumhun Tm:iﬁ
Bukli Perjanjian; don/atau
J, bnrang yang diferima lidak sesusi densgin - spesifiknsi
barang schagaimang lercanturt paca SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan vang dipegjonjilkan seperti
instalusi, testing, dan pelatiban (apabila ada);
e Mmdaptm layanan purnajual sesuai dengan ketentuan gamnsi

masing barang.
2. Pejabat Pmnndah:u,gm.-’?uuy.uiun Tanda Buktl Perjanjion  memiliki
mmjm dengan
n pembayaran sesuai total harga yang tercantum
ol dalam SP ind; dan W
b, memerilksa kualitas dan kuantitas 3
¢ memastikon lavaum timbahar telah dilnksanalan oleh penyedia

seperti instalosi, lesting, dan pelatihan (npabila ada).

; Wakm Pengiriman Barang
Penyedla mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesual spesifilasi dalam 5P ind
selnmbat-lnmbatnyas pada (26/]uni/ 2025} sejnk SF i diterima oleh Penyedia.

&, Alamui Perigiviman Barang

Fenyedia mengirimkan burang ke alomat sebagai berilut:
Kantor SEKRETARIAT DPRD KAB, LUWU TIMUR da Jin. Sockarno Haita, Funcak Indah
Malili 92281 KAB, LUWL TIMUR - Kabupaten Lowu Timur - Sulawesi Selatan

, Barnng Diterima
Harang diterima pada 12 Agustus 2023

. Penerimaan, Pemeriksann, dan Retur Barang

.qunhnt?:mndmmwmsmtmn‘fm Bukll Perjanfian melalsl PFHP

- d.hmmmﬂ* barang dan melakulan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di
ini. ;



PEMERINTAH KABUFATEN LUWU TIMUR
SEERETARIAT DEWAN TEEWARILAN RAEYAT DAERAH
JL. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim(@igmail.com Website : www.dprd-lutimkab go.id
MALILL 92981

SURAT TESANAN
Nomor : 0277007 /SP/SETWAN/VI/ 2023

Yang bertunda tangan di bawah imi ;
ASWAN AFIS. 5.FiL NS (FFE)

Kantor SEKRETARIAT DFRD KAB. LUWU TIMUR da Jln. Soekarno Hakta, Puncak Indul Malili
92981 KAR. LUWL TIMUR & - Kabupaten Luws Timur - Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebiil sebagai Pelubat Pepandatangan/Pengeanhan Tandn Bukti Pedfanjiang
FT. CITRA DATA NUSANTARA

Jalan K.H. Moch. Tkhsan No. 28 RT. 001 RW. 005, Kab, Banyumas - Jaws Tengah
selanjutnyn disebuil sebagal Peryedia;

untuk mengirimkan barang dengan meémperhatiban ketentuan-ketentuan sebagai berilkut ;
Rincian Barang

Dafrar Prodok PAKET PE2-P2306-S261H74

Mata Tanggal
MNama Produk  Kuantiias Uarig Hargs Satuan Harga Kinm  Pengiriman Total Harga
Produk

A1 PSS Rp Kp . _
Nues Ko WK CREMA SO0 DR o'sun poo00 5,500,000 00 26 Juni 2025

Rp
g 111.700.000,00

TERBILANG : Seratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Rilw Rugpiah

SYARAT DAN KETENTUAN ¢

1 Hakdan Kewajiban
a. Fenyedia
1. Penyedis memilild hak menerima pembayaran atus pembelisn barang:
sesual dengan total harga dan wakin yang tercantum di dalam S ini,
2. Penyedia memiliki kewajiban:
A tidak membuat dan/atay menyampaikan dokumen dan/stsu
ketérangan lain yang tidak benar untuk memennhi persyaratas
Kntaleg Elektronik: 3w
b. tidak metjual barang melalul e-Purchasing lebili mahal das S :
barang yang dijuad selain melalui e-Purchasing pass
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